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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 188/08.3/KEP/413. 115/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan maka
perlu ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI)
bagi pegawai di Lingkungan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Lamongan;

b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Indvidu (IKI)
sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf
a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang — Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 45);



Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2014 Nomor 80);



10.

11.

12.

13.

14.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007
tentang Pedoman umum Penetapan Indikator
Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010
Nomor 517);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 nomor 1842);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor
986);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-
5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakiran Klasifikasi , Kodefikasi
dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1/E);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Lamongan Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten  Lamongan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 18);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor
10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2021 Nomor 129-10);
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 75 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Lamongan (Berita Daerah

Kabupaten Lamongan tahun 2021 Nomor 75);



MENETAPKAN

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana tercantum
dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan
ukuran  kinerja yang digunakan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana
kinerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja,
menyusun laporan  akuntabilitas kinerja serta
melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan

dokumen rencana strategis.

Penyusunan laporan Indikator Kinerja Individu
dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap

awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada Tanggal : 26 Januari 2023
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pembina Tingkat I
NIP. 19721111 199203 2 010



INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : KEPALA DINAS

2. TUGAS : Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum,
pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3. FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. Pembinaan administrasi dinas;
e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1. | Meningkatnya peran serta perempuan |1. Persentase peran serta perempuan dalam | 65,57%

dalam pembangunan pembangunan (Ekonomi, sosial dan politik)

a) Persentase Peningkatan Perempuan Produktif | 4,50 %
yang Berperan dalam Pembangunan (Ekonomi,

Sosial dan Politik)

b) Persentase Perempuan yang Berperan dalam 74 %

Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga

2. | Meningkatnya pemenuhan hak anak 2. Persentase pemenuhan hak anak 14,77 %

a) Persentase Tersedianya Data Profil Gender dan 60 %

Anak




NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
b) Persentase Forum Anak yang Terbentuk 14,77 %
3. | Meningkatnya perlindungan perempuan |3. Persentase kasus kekerasan perempuan yang 39 %
dan anak. diselesaikan.
P —
a) Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang 39 %
Diselesaikan
4. Persentase kasus kekerasan anak yang 35 %
diselesaikan.
a) Persentase Kasus Kekerasan Anak yang 55 %
Diselesaikan
4. | Meningkatnya manajemen internal |5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah 82,40
perangkat daerah a) Nilai IKM Perangkat Daerah 80




1. JABATAN

2. TUGAS

3. FUNGSI

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

SEKRETARIS

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan
pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan,
keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan dinas.

a.

b.

I

g
h
i.
j
k
1

Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan
di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian,;

Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum
dan kepegawaian;

Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan,
kelembagaan dan ketatalaksanaan;

Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;

Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang — undangan, perpustakaan, protokol dan
hubungan masyarakat;

Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;

Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional,

Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LKjIP, LPPD, LKPJ Dinas;

Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;

Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan
kepegawaian;

m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Terpenuhinya Penunjang Urusan | 1. Nilai IKM Perangkat Daerah 80
Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota a. Jumlah Dokumen Perencanaan Dan 5
Laporan Kinerja Perangkat Daerah Dokumen
b. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan S
Perangkat Daerah Dokumen
c. Persentase terpenuhinya administrasi
100 %
kepegawaian dengan baik
d. Persentase terpenuhinya administrasi
) 100 %
umum dengan baik
e. Persentase terpenuhinya pengadaan
Y 8 100 %
barang milik daerah dengan baik
f. Persentase unit kerja internal yang
_ ] 100 %
terlayani dengan baik
g. Persentase sarana prasarana aparatur
100 %

dengan kondisi baik




INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

2. TUGAS : a. Melaksanakan penyusunan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;

c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia
kepegawaian;

d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga,
perlengkapan, pemeliharaan / perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban,
keindahan dan keamanan kantor;

e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;

f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja
dan evaluasi jabatan lingkup dinas;

g. Melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan
informasi publik;

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental sub bagian
umum dan kepegawaian;

i. Melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Terpenuhinya adminisrasi kepegawaian 1. Persentase terpenuhinya administrasi 100%

kepegawaian dengan baik
- — — — |

a. Jumlah paket pakaian dinas beserta 44 Paket
atribut kelengkapan

b. Jumlah pegawai berdasarkan tugas 42 Orang
dan fungsi yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan




SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Terpenuhinya administrasi umum perangkat | 2. Persentase terpenuhinya administrasi 100%
daerah umum dengan baik
- ______________________ ____________________________|
a. Jumlah paket komponen instalasi 8 Paket

listrik / penerangan bangunan
kantor yang disediakan

b. Jumlah paket peralatan rumah 6 Paket
tangga yang disediakan

c. Jumlah paket bahan logistic kantor 10 Paket
yang disediakan

d. Jumlah paket barang cetakan dan 6 Paket
penggandaan yang disediakan

e. Jumlah dokumen bahan bacaan dan | 4 Dokumen
peraturan perundang - undangan
yang disediakan

f. Jumlah laporan penyelenggaraan | 10 Laporan
rapat koordinasi dan konsultasi

SKPD
Terpenuhinya pengadaan barang milik | 3. Persentase terpenuhinya pengadaan 100%
daerah penunjang urusan pemerintah daerah barang milik daerah dengan baik
- _________________ __________________________|
a. Jumlah paket mebel yang disediakan 7 Paket
b. Jumlah unit peralatan dan mesin 11 Unit

lainnya yang disediakan




SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang | 4.Persentase unit kerja internal yang 100%
urusan pemerintahan daerah terlayani dengan baik

a. Jumlah laporan penyediaan jasa 4 Laporan
komunikasi, sumber daya air dan
listrik yang disediakan

b. Jumlah laporan penyediaan jasa 4 Laporan
peralatan dan perlengkapan kantor
yang disediakan

c. Jumlah laporan penyediaan jasa | 12 Laporan
pelayanan umum kantor yang
disediakan

Terpenuhinya pemeliharaan barang milik | 5.Persentase sarana prasarana aparatur 100%
daerah penunjang urusan pemerintahan dengan kondisi baik

daerah e I ——

a. Jumlah kendaraan perorangan dinas 2 unit
atau kendaraan dinas jabatan yang
dipelihara dan dibayarkan pajaknya

b. Jumlah kendaraan dinas operasional 6 unit
atau lapangan yang dipelihara dan
dibayarkan pajak dan perizinannya

c. Jumlah peralatan dan mesin lainnya S unit
yang dipelihara

d. Jumlah gedung kantor dan 3 unit
bangunan lainnya yang

dipelihara/direhabilitasi




1.

2.

JABATAN

TUGAS

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Membantu melaksanakan penyusunan program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;

Membantu melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;

Membantu melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumberdaya
manusia kepegawaian;

Membantu melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumahtangga,
perlengkapan, pemeliharaan / perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban,
keindahan dan keamanan kantor;

Membantu melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;

Membantu melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis
beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup dinas;

Membantu melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan
pengelolaan informasi publik;

Membantu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental
sub bagian umum dan kepegawaian;

Melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Terpenuhinya administrasi umum perangkat | 1. Menerima dan Membuka Surat - Surat 180
daerah Masuk dan Keluar dengan Cara Meneliti dan | Kegiatan
Mencocokan Alamat Surat dan
Lampirannya.




NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

. Mencatat dalam Buku Register / Memberi 180
Nomor Surat Masuk / Keluar Sesuai dengan | Kegiatan
Klasifikasi Surat.

. Menyediakan Surat - Surat Penting dan | 180 Surat
Surat — Surat Rahasia dengan Melampirkan
Lembar Disposisi.

. Mendistribusikan Surat - Surat sesuai| 180 Surat
Disposisi Pimpinan dengan Melampirkan
Lembar Disposisi.

. Menyiapkan Arsip pada Tempat yang Telah | 180 Arsip
Ditentukan sesuai dengan Jenis dan
Klasifikasi Surat.

. Menyelesaikan Administrasi Pelaksanaan 36
Perjalanan Dinas (SPPD) Pejabat di| Kegiatan

Lingkungan Dinas PPPA.




1.

2.

JABATAN

TUGAS

oo o

[a—

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

: KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN

Melaksanakan penyusunan program kerja sub bagian perencanaan, evaluasi dan keuangan;

Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup dinas;

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ dinas;

Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi
birokrasi lingkup dinas;

Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,;

Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis,
Standar Operasional Prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan dinas;

Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan
Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan,;

Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup dinas;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental sub bagian
perencanaan,evaluasi dan keuangan;

m. Melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.



NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Terpenuhinya Perencanaan,

Penganggaran dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan

Kinerja Perangkat Daerah

a) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat

5 Dokumen

2 Dokumen

Daerah
b) Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat | 3 Laporan
daerah
2. | Terpenuhinya Administrasi Keuangan | 2. Jumlah laporan keuangan perangkat daerah 5 Laporan

Perangkat Daerah

a) Jumlah laporan Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN

1 Laporan

b) Jumlah laporan keuangan
bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
dan laporan koordinasi laporan keuangan

bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

2 Laporan

c) Jumlah laporan keuangan akhir tahun
SKPD dan laporan hasil koordinasi
penyusunan laporan keuangan akhir

tahun SKPD

2 Laporan




1.

2.

JABATAN

TUGAS

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

: STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN

oo o

[a—

Membantu melaksanakan penyusunan program kerja sub bagian perencanaan, evaluasi dan keuangan;
Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup dinas;

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LPPD, LKPJ dinas;
Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi
birokrasi lingkup dinas;

Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,;

Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis,
Standar Operasional Prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan dinas;

Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan
Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan,;

Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup dinas;
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental sub bagian
perencanaan,evaluasi dan keuangan;

m. Melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1. Memverifikasi SPJ APBD Per Bidang. 120

Kegiatan




NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
2 | Koordinasi dan Penyusunan  Laporan | 2. Merekap SPJ APBD Per Bidang. 240
Keuangan Bulanan / Triwulanan / Kwitansi
Semesteran SKPD
3 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan | 3. Memasukkan SPJ ke per obyek dalam setiap 120
Keuangan Akhir Tahun SKPD kegiatan. Kwitansi
4. Melakukan pembukuan SPJ APBD. 12
Kwitansi
5. Mengarsipkan SPJ. 12

Kegiatan




1. JABATAN

2. TUGAS

3. FUNGSI

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

: KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

: Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan

Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

:a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan;

c. Penyeliaan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan;

d. Pemberian bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi di bidang Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan;

e. Penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan
Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

f. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya peran serta perempuan dalam | 1. Persentase Peningkatan Perempuan 4,50 %
pembangunan Produktif yang Berperan dalam

Pembangunan (Ekonomi, Sosial, Politik).

e —
a. Jumlah Lembaga pemerintah yang 61

mengikuti sosialisasi PUG dan | Perangkat
peningkatan kapasitas penyusunan daerah

PPRG




NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
b. Jumlah organisasi kemasyarakatan di 2
bidang pemberdayaan perempuan yang | Organisasi
dibina
c. Jumlah lembaga pemberdayaan 131
perempuan yang dibida lembaga
2. Persentase Perempuan yang Berperan 74 %

dalam Peningkatan Kualitas Hidup keluarga

a. Jumlah keluarga yang dibina

260

keluarga




1. JABATAN

2. TUGAS

3. FUNGSI

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

: ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR KASI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan
Pengarusutamaan Gender.

° oo TP

[

Melaksanakan kebijakan teknis bidang Pengarusutamaan Gender;

Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengarusutamaan Gender;
Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pengarusutamaan Gender;
Melaksanakan bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi di bidang Pengarusutamaan Gender;
Melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan
Gender;

Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan
Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatnya peran serta perempuan dalam | 1.Jumlah lembaga pemerintah yang mengikuti 61
pembangunan. sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas | Perangkat

penyusunan PPRG Daerah

________________________________________|
a. Jumlah perangkat daerah yang mengikuti 61

sosialisasi kebijakan pelaksanaan | Perangkat
pengarusutamaan gender (PUG) termasuk | Daerah
perencanaan pembangunan responsif
gender (PPRQG) kewenangan
kabupaten/kota




INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR KASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2. TUGAS : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan
Pemberdayaan perempuan.

3. FUNGSI :a. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan sumberdaya perempuan;
Menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi lembaga terkait dalam rangka
peningkatan peran perempuan;

o

c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan peran serta perempuan;

d. Menyiapkan bahan analisa dalam upaya penguatan ekonomi perempuan;

e. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam upaya pemberdayaan perempuan;

f. Melaksanakan monitoring dan pelaporan terhadap penguatan ekonomi perempuan; dan

g. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Meningkatnya peran | 1.Jumlah organisasi kemasyarkatan di bidang pemberdayaan 2

serta perempuan perempuan yang di bina Organisasi
dalam a. Jumlah dokumen hasil sosialisasi peningkatan partisipasi 3
pembangunan. perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Dokumen

kewenangan kabupaten/kota

b. Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat advokasi dan 2

pendampingan kebijakan peningkatan partisipasi di bidang | Organisasi

politik, hukum, sosial dan ekonom kewenangan kabupaten / kota




INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR KASI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN
PARTISIPASI PEREMPUAN

2. TUGAS : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan
Peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan.

3. FUNGSI :a. Merumuskan kebijakan teknis program kegiatan peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan ;
Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan teknis program kegiatan peningkatan kualitas hidup
dan partisipasi perempuan;

=

c. Penyeliaan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria program kegiatan peningkatan kualitas
hidup dan partisipasi perempuan;
d. Melaksanakan koordinasi,sinkronisasi dan fasilitasi program di bidang peningkatan kualitas hidup dan
partisipasi perempuan;
e. Menyiapkan bahan analisis peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan;

i

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan; dan
g. Melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Meningkatnya peran serta perempuan | 1.Jumlah lembaga pemberdayaan 13 Lembaga
dalam pembangunan. perempuan yang dibina
|
a. Jumlah sumber daya lembaga penyedia 110 Orang

layanan pemberdayaan perempuan
kewenangan kabupaten/kota yang

mendapat peningkatan kapasitas




NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

b. Jumlah dokumen komunikasi informasi
dan edukasi (KIE) pemberdayaan
perempuan kewenangan

kabupaten/kota yang tersedia

1 Dokumen

2. Jumlah keluarga yang dibina

a. Jumlah laporan pengembangan
kegiatan masyarakat untuk

peningkatan kualitas keluarga

kewenangan kabupaten/kota

260 keluarga

2 laporan




1. JABATAN

2. TUGAS

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

: STAF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR KASI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN

PARTISIPASI PEREMPUAN

ca.

Membantu merumuskan kebijakan teknis program kegiatan peningkatan kualitas hidup dan partisipasi
perempuan ;

Membantu menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan teknis program kegiatan peningkatan
kualitas hidup dan partisipasi perempuan;

Membantu penyeliaan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria program kegiatan peningkatan
kualitas hidup dan partisipasi perempuan;

Membantu melaksanakan koordinasi,sinkronisasi dan fasilitasi program di bidang peningkatan kualitas hidup
dan partisipasi perempuan;

Membantu menyiapkan bahan analisis peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan;

Membantu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas hidup dan partisipasi
perempuan; dan

Melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Penguatan dan pengembangan lembaga | 1. Mengetik naskah dinas sesuai dengan 240 naskah
penyedia layanan pemberdayaan ketentuan pengetikan dan konsep tata
K naskah
perempuan ewenangan 75 Mengetik dan membuat dokumentasi 4 Dokumen
kabupaten/kota kelengkapan kegiatan peran perempuan

dalam pengambilan keputusan.




NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Peningkatan kualitas keluarga dalam
mewujudkan kesetaraan gender (KG)
dan hak anak tingkat daerah
kabupaten/kota

3. Mengetik dan membuat dokumentasi
kelengkapan kegiatan lembaga penyedia
layanan pemberdayaan perempuan
penerima  roll banner komunikasi
informasi dan edukasi (KIE)

4 Dokumen

4. Mengetik dan membuat dokumentasi
kelengkapan kegiatan peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan keluarga
muda dalam pengasuhan balita.

4 Dokumen

5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang
diperintahkan atasan baik tertulis

maupun lisan.

260 Kegiatan




INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN SISTEM DATA

2. TUGAS : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan di bidang
Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data.

3. FUNGSI :a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemenuhan hak anak dan sistem data;
b. Pemantauan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemenuhan hak anak dan sistem
data;

Penyediaan parameter pemenuhan hak anak dan sistem data;

Penyelenggaraan kelembagaan pemenuhan hak anak dan sistem data pada lembaga pemerintah;
Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitas di bidang pemenuhan hak anak dan sistem data;
Penyeliaan bahan pedoman teknis dan program pemenuhan hak anak dan sistem data;

Pengembangan informasi dan edukasi pemenuhan hak anak dan sistem data;

Penyelenggaraan fasilitasi jaringan pemenuhan hak anak dan sistem data;

Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemenuhan hak anak dan sistem data;
Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

o= R R =N

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak 1. Persentase Forum Anak yang Terbentuk 14,77 %

a. Jumlah  Satuan Pendidikan yang 54
Didampingi Menuju Satuan Pendidikan | Lembaga

Ramah Anak




NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
b. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan 35
Kualitas Hidup Anak dalam Pemenuhan | Lembaga
Hak Anak
2. Persentase Tersedianya Data Profil Gender 60 %
dan Anak
a. Jumlah Data Pendukung terkait Profil | 35 Data

Gender dan Anak




1. JABATAN

2. TUGAS

3. FUNGSI

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

: ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR KASI PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan
Pengarusutamaan hak anak.

a. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan hak anak;
b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang pengarusutamaan hak anak;
c. Melaksanakan pemetaan di bidang pengarusutamaan hak anak;
d. Menyusun dan melaksanakan pedoman teknis dan program pengarusutamaan hak anak;
e. Melaksanakan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pengarusutamaan hak anak;
f. Melaksanakan fasilitasi jejaring Pengarusutamaan hak anak;
g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan hak anak; dan
h. Melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak 1.Jumlah Satuan Pendidikan yang | 67 Satuan
Didampingi Menuju Satuan Pendidikan | Pendidikan
Ramah Anak
e —
a. Jumlah Peserta yang Mengikuti 120
Koordinasi KLA Peserta

b. Jumlah  Peserta yang Mengikuti | 67 Peserta
Sosialisasi Satuan Pendidikan Ramah

Anak (SRA)




1. JABATAN

2. TUGAS

3. FUNGSI

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR KASI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK DAN
PARTISIPASI ANAK

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan
Peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak

a. Melaksanakan kebijakan teknis program kegiatan peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak;

b. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria program kegiatan peningkatan kualitas hidup anak dan
partisipasi anak

c. Menyiapkan pedoman teknis dan program kegiatan peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak;

d. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak
program kegiatan peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak;

e. Melaksanakan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi tentang peningkatan kualitas hidup anak
dan partisipasi anak;

f. Melaksanakan fasilitasi jejaring pemenuhan hak anak dalam peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi
anak;

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan peningkatan kualitas hidup anak dan
partisipasi anak ; dan

h. Melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak 1. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan | 35 Lembaga
Kualitas Hidup Anak dalam Pemenuhan

Hak Anak




NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

a. Jumlah dokumen komunikasi informasi
dan edukasi (KIE) pemenuhan hak anak
bagi lembaga penyedia layanan
peningkatan kualitas hidup anak

kewenangan kabupaten / kota

1 Dokumen

b.Jumlah dokumen hasil penguatan
jejaring antar lembaga penyedia layanan
peningkatan  kualitas hidup anak

kewenangan kabupaten /kota

2 Dokumen




1. JABATAN

2. TUGAS

3. FUNGSI

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR KASI SISTEM DATA

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan
Pengelolaan sistem data

oo oop

R

Melaksanakan kebijakan teknis di bidang sistem data;

Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait sistem data;

Menyediakan parameter system data;

Melaksanakan penyelenggaraan kelembagaan pemenuhan hak anak terkait sistem data pada lembaga
pemerintah;

Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitas terkait sistem data;

Melaksanakan penyeliaan bahan pedoman teknis dan program terkait sistem data;

Melaksanakan pengembangan informasi dan edukasi terkait sistem data;

Melaksanakan fasilitasi jaringan terkait sistem data;

Melaksanakn monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait sistem data;dan

Melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak 1.Jumlah data pendukung terkait profil| 35 Data

gender dan anak

 ________________________________|
a. Jumlah dokumen data gender dan anak 2

kabupaten/kota yang tersedia Dokumen




INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. JABATAN : STAF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR KASI SISTEM DATA
2. TUGAS a. Membantu melaksanakan kebijakan teknis di bidang sistem data;
b. Membantu melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait sistem data;
c. Membantu menyediakan parameter system data;
d. Membantu melaksanakan penyelenggaraan kelembagaan pemenuhan hak anak terkait sistem data pada

lembaga pemerintah;

e. Membantu melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitas terkait sistem data;
f. Membantu melaksanakan penyeliaan bahan pedoman teknis dan program terkait sistem data;
g. Membantu melaksanakan pengembangan informasi dan edukasi terkait sistem data;
h. Membantu melaksanakan fasilitasi jaringan terkait sistem data;
i. Membantu melaksanakn monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait sistem data;dan
g. Melaksanakan tugas — tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. Penyediaan Data Gender dan Anak di| 1. Mengetik Naskah Dinas Sesuai dengan 240
Kewenangan Kabupaten / Kota Ketentuan Pengetikan dan Konsep Tata | Naskah
Naskah.
2. Mengetik dan Membuat Dokumentasi 5

Kelengkapan  Kegiatan  Pengumpulan, | Dokumen
Pengolahan Analisis dan Penyajian Data

Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data

Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota




NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
3. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang 240
Diperintahkan Atasan Baik Tertulis | Kegiatan

Maupun Lisan.




1. JABATAN

2. TUGAS

3. FUNGSI

° oo TP

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

perlindungan perempuan dan anak.

: KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;
Pemantauan pelaksanaan Norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan perempuan dan anak;
Penyelenggaraan sinkronisasi dan kegiatan jaringan perlindungan perempuan dan anak;
Penyeliaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak;
Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak, Pusat Pelayanan

: Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan bidang

terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan perempuan dan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan
trafficking terhadap perempuan dan anak;
f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan perlindungan perempuan dan anak; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.

Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan

Anak.

1. Persentase kasus kekerasan perempuan

yang diselesaikan.

39 %

Perempuan yang Diselesaikan

a.Jumlah Lembaga yang Dibina Terkait 7
Pencegahan Kekerasan terhadap | Lembaga
Perempuan

b.Jumlah Kasus Kekerasan terhadap | 7 Kasus




NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
c. Jumlah Lembaga yang  Mengikuti 7
Bimbingan Pendampingan Kekerasan | Lembaga
dalam Rumah Tangga
2.Persentase kasus kekerasan anak yang 55 %
diselesaikan.
Mendapatkan Pelatihan Kapasitas
Layanan
b. Jumlah Kasus Anak yang Diselesaikan 16 Kasus
c. Persentase SDM yang Mengikuti Kegiatan | 3,69 %

Penguatan Lembaga Penyedia Layanan
bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan

Khusus




1. JABATAN

2. TUGAS

3. FUNGSI

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

: ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR KASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP

PEREMPUAN DAN ANAK

: Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan

pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

ca.

Perumusan kebijakan teknis program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak ;

b. Pemantauan pelaksanaan Norma, standar, prosedur, dan kriteria pada program kegiatan pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan anak;

c. Penyelenggaraan sinkronisasi dan kegiatan jaringan program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap
perempuan dan anak;

d. Penyeliaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan program kegiatan pencegahan kekerasan
terhadap perempuan dan anak;

e. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak, Pusat Pelayanan
terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan perempuan dan dan anak korban kekerasan, eksploitasi dan
trafficking terhadap perempuan dan anak;

f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pencegahan kekerasan terhadap
perempuan dan anak; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Meningkatnya perlindungan | 1. Jumlah lembaga yang dibina terkait pencegahan 7

perempuan dan anak. kekerasan terhadap perempuan Lembaga




NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
a.Jumlah  dokumen  hasil koordinasi dan
sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan S
kegiatan  pencegahan  kekerasan  terhadap | Dokumen
perempuan kewenangan kabupaten/kota
2. Persentase SDM P2TP2A yang mendapatkan | 12 35%
pelatihan kapasitas layanan
a.Jumlah  dokumen  hasil koordinasi dan
sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap °
Dokumen

anak kewenangan kabupaten/kota




1. JABATAN

2. TUGAS

3. FUNGSI

° oo TP

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

: ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR KASI PERLINDUNGAN ANAK

: Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan

Perlindungan anak

Perumusan kebijakan teknis program kegiatan perlindungan anak ;

Pemantauan pelaksanaan Norma, standar, prosedur, dan kriteria pada program kegiatan perlindungan anak;
Penyelenggaraan sinkronisasi dan kegiatan jaringan program kegiatan perlindungan anak;

Penyeliaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan program kegiatan perlindungan anak;
Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perlindungan anak, Pusat Pelayanan terpadu/Pusat
Pelayanan Terpadu Perlindungan anak korban kekerasan, eksploitasi dan trafficking terhadap anak;
Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan perlindungan anak ; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

@

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

1. | Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan | 1. Jumlah kasus kekerasan anak yang | 16 Kasus

Anak. diselesaikan

e —
a) Jumlah layanan tindak lanjut 7

pengaduan yang memerlukan koordinasi | Layanan
dan sinkronisasi bagi anak yang
memerlukan perlindungan  khusus

kewenangan kabupaten/kota




NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

penguatan lembaga penyedia layanan bagi
anak yang memerlukan perlindungan

khusus

a) Jumlah dokumen hasil koordinasi dan
sinkronisasi  peningkatan kapasitas
sumber daya lembaga penyedia layanan

anak yang memerlukan perlindungan

khusus kewenangan kabupaten/kota

b) Jumlah dokumen komunikasi, informasi 2
dan edukasi (KIE) anak yang | Dokumen
memerlukan perlindungan  khusus
kewenangan kabupaten/kota

2. Persentase SDM yang mengikuti kegiatan 3,69%

1

Dokumen




1. JABATAN

2. TUGAS

3. FUNGSI

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

: ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR KASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN

: Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan
Perlindungan perempuan

Perumusan kebijakan teknis program kegiatan perlindungan perempuan ;

Pemantauan pelaksanaan Norma, standar, prosedur, dan kriteria pada program kegiatan perlindungan
perempuan,;

Penyelenggaraan sinkronisasi dan kegiatan jaringan program kegiatan perlindungan perempuan;

Penyeliaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan program kegiatan perlindungan perempuan;
Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perlindungan perempuan, Pusat Pelayanan
terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan trafficking
terhadap perempuan;

Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan perlindungan perempuan ; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Meningkatnya perlindungan perempuan | 1.Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan | 7 Kasus
dan anak. yang diselesaikan
a. Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang 7

memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi | Layanan

perempuan korban kekerasan kewenangan

kabupaten/kota




NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
2.Jumlah lembaga yang mengikuti bimbingan 7
pendampingan kekerasan dalam rumah tangga Lembaga
P —|
b.Jumlah sumber daya manusia lembaga | 75 Orang

penyedia layanan penanganan bagi perempuan
korban kekerasan kewenangan

kabupaten/kota yang mendapat peningkatan

kapasitas




1. JABATAN

2. TUGAS

o

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

: STAF PENGELOLA PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Membantu merumuskan kebijakan teknis program kegiatan perlindungan perempuan dan anak;
membantu pemantauan pelaksanaan Norma, standar, prosedur, dan kriteria pada program kegiatan
perlindungan perempuan dan anak;
membantu penyelenggaraan sinkronisasi dan kegiatan jaringan program kegiatan perlindungan perempuan dan
anak;
membantu penyeliaan bahan penyusunan pedoman teknis dan pelaksanaan program kegiatan perlindungan
perempuan dan anak;
Membantu penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak, Pusat
Pelayanan terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi
dan trafficking terhadap perempuan dan anak;
Membantu penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan perlindungan perempuan dan
anak ; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1. | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan | 1. Menyiapkan/Mengetik kebutuhan 120
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi administrasi kegiatan Perlindungan | Lembar
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Perempuan
Kabupaten/Kota.
2. Menyiapkan  bahan  materi kegiatan 12
2. | Peningkatan  Kapasitas Sumber Daya perlindungan perempuan Dokumen

Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten /Kota




NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
.Membuat / mengetik laporan kegiatan 12
perlindungan perempuan Dokumen
.Mengolah data kegiatan perlindungan 12
perempuan Dokumen
. Mendokumentasikan kegiatan perlindungan 12
perempuan Dokumen
. Melaksanakan tugas - tugas lain yang 228
diberikan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda | Kegiatan

Sub  Koordinator Kasi  Perlindungan
Perempuan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.




